
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

WALIKOTA PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN  WALIKOTA PARIAMAN 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 53 

TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH  KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PARIAMAN, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan 

kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap 

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 

Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan 

perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 

Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4355); 
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  4. 

 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4438 ); 

  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran RI Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Negara RI Nomor 5679); 

  8. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang 

Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3610); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor    4027) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI 

Tahun 2007 Nomor 19); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

  11. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ( 

Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaan Negara RI Tahun 2019 Nomor 

6322); 
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  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

  13. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019; 

  15. 

 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor  32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya  

Masukan Tahun Anggaran 2019; 
 

  16. 

 
 

 

17. 

 

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019; 

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pariaman Tahun 2019; 

  18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019; 

  19. 

 

 

 

Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 

tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN 

NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA 

PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019. 
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Pasal I 
 

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 
2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Pariaman Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut : 
 
 
 

I. Ketentuan pada Lampiran I Standar Belanja Pegawai, 1. Belanja 

Honorarium ditambah satu poin, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

I.1.13. Honorarium PHO/FHO dan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak 

 

No. Jabatan dalam Tim 

(Uraian) 

Satuan Jumlah 

(Rp) 

I. 

 

 

 

II. 

 

 

 

III. 

Nilai Pagu s.d 200 juta 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

Nilai Pagu 200 s.d 500 Juta 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

Nilai Pagu diatas 500 Juta 

1. Ketua 

2. Sekretaris 

3. Anggota 

 

 

OP 

OP 

OP 

 

OP 

OP 

OP 

 

OP 

OP 

OP 

 

225.000,- 

175.000,- 

125.000,- 

 

250.000,- 

200.000,- 

150.000,- 

 

300.000,- 

250.000,- 

225.000,- 

 

 

II. Ketentuan pada lampiran II. Standar Barang dan Jasa poin II.23 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 II.23 Jasa Petugas Pariwisata  

No Uraian Satuan Besaran (Rp) 

1. 

2. 

 

3. 

Petugas Retribusi Pariwisata 

Petugas Pengawas / Penjaga Aset 

(Pariwisata) 

Petugas Operasional TIC 

OB 

OB 

 

OB 

1.200.000,- 

1.200.000,- 

 

1.200.000,- 

 

 

 

III. Ketentuan pada Lampiran IV. Standar Biaya Pemeliharaan 
Kendaraan dan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung 
Kantor poin IV.1.2 Kebutuhan BBM huruf b. Kebutuhan Kendaraan 

Dinas Operasional Khusus Untuk roda 4 dan roda 6 (BPBD, Dmkar, 
Pol PP, dll) diubah shingga berbunyi sebagai berikut : 
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b). Kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Khusu untuk Roda 4 

dan Roda 6 (BPBD, Damkar, Pol PP, Dinas PUPR dan Pertanahan 
UPT PJU dan Alat Berat DLL) 

 

No Jenis Kendaraan Jumlah/Bulan 

1 HINO 120 ltr 

2 FUSO 120 ltr 

3 PS 120 ltr 

4 RESCUE 75 ltr 

5 Carry 75 ltr 

6 Mobil Sky Lift 300 ltr 

7 Dump Truck 75 ltr 

8 Excavator 75 ltr 

9 Mesin Gilas 75 ltr 

 

Pasal II  

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan  Walikota  ini  dengan  penempatannya  
dalam  Berita  Daerah  Kota Pariaman. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Diundangkan di Pariaman 
 

pada tanggal 14 Juni 2019 
 

   SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, 
 
 

d.t.o 
 
 

INDRA SAKTI 
 

Ditetapkan di Pariaman. 

pada tanggal 14 Juni 2019 

 

WALIKOTA PARIAMAN 

 
d.t.o 

 

 
 GENIUS UMAR 

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 23 
 
 
 

 


